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BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I(ALIMANTAN TEIVGAII

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

IIOMOR i+ TAIIUI{ 2(}19

TENTANG

PENURUNAN S"UAffilYG

DENGAIT RAHMAT TUHAII YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELJITAN,

Menimbang: a. bahwa kualitas sumber daya manrlsia yang sehat, cerdas dan
produktif rnerupakan aset berharga bagi kemajuan Bangsa
dan Negara Indonesia;

b. bahwa kejadian Stunting pada balita masih banya.k terjadi
di Kabupaten Barito Selatan sehingga dapat mengharnbat
'Lrpaya peningkatan kesehatan rnasyarakat dan pembangunan
kuaiitas sumber daya rnanusia;

c. bahwa untuk mendukung upaya perbaikan gizi daiam hal
penurunan S*tnting diperlukan pengaturan sebagai pedoman
untuk memberikan arah dan iandasan hukum dalam
pelaksanaan;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penurunan Sfunting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 TaLrun L959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun i953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor T2,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OA9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);



3.Undang-UndangNomoriSTahun2oL2tentangPangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al2 Nomor

227, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5360);

4. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4

Nomor246,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan und,ang-undang Nomor 9 Tahun 2ol5 tentang

perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679\;

5. peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2oo4 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor lo7 ,. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor +a2a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
--2Ot2 

tentang
pemberian Air susu lbu- Eksklusif (Lemo.*"1Negara Republik

Indonesia Tahun 2a12 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia,Nomor'529 l);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor L68, Tambahan',Letnbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A16 tentang

Perubahan Ked"ua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 42 TaLrun 2013 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1OO);

6.

7.

8.

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 lPermentan/ OT.l4O I 7

I2OLO tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010
tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);



1 l.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1S5/Menkes/Per/Il ZOLA
tentang Penggunaaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

l2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

2269 lMenkes/Per lxl l20ll tentang Pedoman Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2All Nomor 7751;

l3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2Ot2 tentang
Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 757);

l4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2Ol3 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor a77l;

l5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1a38);

l6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun
Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Kesehatan
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 675);

2013 tentang
Bagi Bangsa
Tahun 2OL3

2Ol4 tentang
(Berita Negara

L7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 9671;

lS.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 825);

l9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 87fl;

20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2Al4 tentang
Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 675);

2l.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2Ol4 tentang
Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan
Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 18aO);

22.Peraluran Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor a+1\;



23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Repubrik Indonesia Tahun 2A75 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 1571;

24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Standar Produk Suplemen Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2Ot6 tentang
Pedoman Penyelenggaraar, Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 12231;

26.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita
Negara Republik Indonesia,Tahun 2OL7 Nomor 1505);

27 .Perat.u{ran Menteri Keuangan Nomor : 61 IPMK.OT l2ot9
tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa Untuk Mendukrrng Pelaksanaan Kegiatan Intervensi
Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2079 Nornor 530);

2S.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2OL6 Nomor 3, Tambahan Lernbatan
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupa-ten adalah Kabrlpaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten tsarito Selatan.



5. Sttmting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga
mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tubuh anak lebih
kerdil atau pendek dari standar usia.
Intervensi Gizi Spesifik adaiah intervensi yang ditunjukkan kepada anak
1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan olehsektor
kesehatan dan bersifat jangka pendek
Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai

kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran
masyarakat umum.
Upaya perbaikan gizi adaiah kegiatau dan/atau serangkayan kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya
promotif, preuentif, kurang maupun rehabilitatif yang dilakukan oieh
pemerintah Daeah kabupaten dan I atau masyarakat.
Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi luiusan pendidikan forrnal gtzi,

minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi

tertentu.
Petugas Gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja
di sarana pelayanaan kesehatan.

Pasal 2

Asas-asas penurunan Sfitnting:
a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan Sturfiirug,

tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi
dan kode etik profesi;

b. penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya daiam upaya penurunan
Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi
membutuhkan dukungan sektoral dan program lain;

c. transparansi, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan
penurr.rnan Shtnting harr.s dilakukan secara terbuka;

d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan
penrrrunan Stunting harr.s memperhatikan sosio budaya gizi daerah

setempa| dan
e. akuntabilitas dan preventif, artinya bahwa dalam segala hal yang

berhubungan dengan penurunan Stunting harr.s dilakukan dengan

pemrh tanggung jawab.

6.

7.

B.

9.

10.

1 1. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan me,mberikan kemudahaan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanaan kesehatan dasar untuk
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak.

12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebr"rt ASI adalah cairan hidup yang
mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzirrr dan hormon,
serta protein spesipik, dan zat-zat gtn lainnya yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak.

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten.



Pasal 3

Penunrnan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat
dan kualitas sumber daya manusia

Pasal 4

Penurunan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi
perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

a. perbaikan pola kosumsi makanan;
b. perbaikan prilaku sadar gin;
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan

ilmu dan teknologi ; dan
d. peningkatan sistim kewaspadaan pangan dan g4zi.

BAB II
PILAR PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan unJuk penurlrnan Stunting dilakukan melalui

a. visi, misi dan komitmen Pemerintah D€erah;
b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan prilaku,

komitmen politik dan ankuntabilitas;
c. mengacu pada piograrn ' ,aasioaal yang dikoordinasikan dan

dikonsolidasikan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan
Desa;

d. mendorong kebijakan keamanan pangan; d*

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Ruang lingkup Penurunan Stunting berkattan dengan intervensi gizi spesifik
dan intervensi gizi sensitif.

Bagran Kedua
Sasaran
Pasal 7

(1) Sasaran kegiatan penurunan Sfunting, meliputi;
a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
b. sasaran untuk intervensi gin sensitif;



(2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:
a. remaja putri
b. ibu hamii;
c. ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan; dan
d. ibu menyusui dan anak usia 24 sampai dengan 59 bulan.

(3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Ketiga
Kegiatan
Pasal 8

(1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi

kekurangan energi dan protein kronis;
b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
c. mengatasi kekurangan iodium;
d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil ; dan
e. meiindungi ibu hamil dari malaria, Hipertensi, Ttrbercholosis (TB),

Hepatitis, Human Imunodifisiensi Virus (HIV), dan lain-lain.

(21 Kegiatan intervens i gizispesifik a"rgu., sasaran ibu menyusui dan anak
di bawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf
c, meliputi:
a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD); dan
b. mendorong pemberian ASI eksklusif.

(3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu meny'usui dan anak
usia 24 sampai dengan 59 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 24 sampai dengan

59 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-

ASr);
b. menyediakan obat cacing;
c. menyediakan suplementasi zink dan vitamin A;
d. melakukan fortifikasizat besi ke dalam makanan;
e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
f. memberikan imunisasi lengkap; dan
g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

(4) Kegiatan intervensi gin sensitif dengan sasaran masyarakat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:
a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi dan persampahan;
c- rnelakr-rkan penganekaragarnan bahan pangan;

d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga

berencana (KB);



1.

m.
n.
o.
p.

menyediakan Jaminan Keseh atan Nasional (JKN) ;

menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) ;

pemlriksaan ibu hamil dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;

memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;

memberikan pendidikan anak usia dini universal;

memberikan pend'idikan gizi masyarakat;

memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada

rernaja;
menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan

meningkatkan ketahanan pangan dan grzi;
pelayanan kartu identitas ltt"t (KIA) dan akta kelahiran anak;

Mentegah pernikahan usia dini; dan latau
tvtenin[katktn p"ru-n pemerintah desa dan keiurahan'

BAB IV
PENDEKATAN
Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga
Pasal 9

(1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan

dan gizi rnelalui kemand,irian keluarga'
..

(2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

dilakukan terkait upaya akuntabilitas dan_ preventif melalui intervensi

perubahan prilaku individu aa1 masyarakat, serta yang menyentuh

sasaran yang paiing utama yaitu kelualga

(3) Kemandirian keluarga sebage,im-ana _ 
dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk
mengenali, menilai dan melakukao. tindakan secara. mandiri yang

didampingi oleh tenag4 kesehatan dan penyedia komunitas (communitg

prouid.er), secara berkala, berkelanjutan {continue) dan terintegrasi.

(4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dilihat
dari berbagai indikator, yar,g meliputi:
a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;

b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya
mengalami masalah kesehatan dan gizi;

c. keluarga harus mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan

kesehatan yang disediakan

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat HiduP Sehat

Pasal 1O

(1) Dalam upaya mempercepat penurunan Stunting diiakukan gerakan
rnasyarakat hidup sehat.



(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan

preuentif masalah sfimting serta meningkatkan produktivitas

masyarakat.

(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:
a. peningkatan aktifitas fisik;
b. peningkatan perilaku hidup sehat;

c. penyed.iaan pangan sehat dan percepatan

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini

e. peningkatan akan sanitasi dan air bersih;

f. peningkatan edukasi hidup sehat'

(4) Gerakan masyarakat hidup- sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikampa.ry"t ", oleh selutrt po terutama guna penurunan stunting'

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 1 1

(1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama

antara pemerintah Daerah daq masyarakat sebagai gerakan partisipasi

untuk percepatan penuru nar. Sfitnting'

(2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) 
.melalui 

penggalangan

partisipasi dan kepeduiian para pemangku kepentingan secara terencana

dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada

seribu hari Pertama kehiduPan.

(3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

bentuk yaitu:
a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah,

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun

informai;
c. kampanye di berbagai media;
d.. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan Stunting;

dan
e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

(4) Gerakan sebagaimana
yang membidangi.

(5) Gerakan sebagaimana
rencana strategis PD
Anggaran (DPA).

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD

perbaikan gizi;
penyakit;
dan

dirnaksud pada ayat (1) dirnaksudkan dalam
dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan



BAB V
EDUKASI, ORIENTASI DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 12

(1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman
yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan g;zi.

(2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengertian gSzi;

b. masalak' gizi;
c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.

(3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
secara periodik oleh PD yang membidangi.

Bagian Kedua
Orientasi Gizi

Pasal 13

(1) Orientasi gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan,
pemahaman dan keterampilan Pet-ugas Gizi dan masyarakat dalam upaya
penurunan Sfitnting yang berkualitas.

(2) Orientasi Stzi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
secara periodik oleh PD yang membidangi.

Bagian Ketiga
Pen5ruluh an Gizi

Pasal 14

(1) Penyuluhan gtzi kepada masyarakat dalam upaya penurunan Sfitnting
diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.

(2) Penyuluhan gSzi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui konseling gtzi di Fuskesmas dan fasilitas pelayanaan
kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

(3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diiakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok
masyarakat.

(4) Penyuluhan gLzi dalam upaya penurunan Stunting dapat dilakukan
di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan
ru.ang rawat jalan serta peny.uluhan kelompok di ruang rawat jalan.



BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

(1) Penilitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka

menentukanintervensiyangtepatpenrrrunansfilnting.

(2) penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi

sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dilaksanakan dengan

memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat'

BAB VII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

(1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penurunan

Stunting di KabuPaten.

(2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bupati dibantu oleh Tim Penurunan stunting Kabupaten.

(3) Tim Penurunan Stunting Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 12)

terdiri dari PD yang terkait secara teknis'

(a) Tim Penurun an stunting Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

a. melakukan koordinasi dan'komunikasi efektif lintas program dan

lintas sektor dalam upaya penurunan Sfunting;

b. mengkaji dan merrganalisa permasalahan Stunting dan perbatkan gizi

di Kabupaten;
c. merencanakan tujuan, Sasaran, prioritas, strategi dan program

penurunan Shtnting di KabuPaten;
d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan Stunting

di Kabupaten dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
e. monitoring dan mengevaluasi program penurunan Sfunting

di Kabupaten;
f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan, Kelurahan sampai tingkat

desa sehubungan dengan program penurunan Stunting di Kabupaten;
g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan

pelaksanaan upaya penurunan Stunting di Kabupaten; dan
h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

(5) Tim penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.



SASARAN *',O"Off''*T1!UNAN STU]Vfl]\TG

Pasal 17

(1)Dalamupayapenurunansfilntingdilakukanpenajamansasaranwilayah
interuenst;

(2) penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud

pada ayat lir ara""^rt * p.d" pertimbangan-pertimbangan yang

meliPuti:
a. tingginya angka kejadian Stunting;

b. PetlunYa efisiensi sumber daYa;

c. lebih fokus dalam implemeniasi dan efektivitas percepatan penurunan

Stunting;
d.. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan

e. i.p"t dijadikan dasar perluasan'

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untut.o.".to.tm seluas-luasnya dalam

mewujudkan peningkatan status' gizi individu, keluarga dan masyarakat'

sesuai dengan ketentuan dalam Peratrrran Bupati ini.

(2) Dalam rangka penurunan Stunting d'an intervensinya, masyarakat dapat

menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau 
. 
cara pemecahan

masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.

(3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya

masyarakat di bid,ang gizi dan penurunan Stunting agar dapat lebih

berda5ra guna dan berhasil guna.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Setiap tenaga kesehatan dan fasiiitasi pelayanan kesehatan harus
melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan Sfitnting.

(2) Pemerintah Daerah melaiui Dinas Kesehatan mendorong tenaga
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan
pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan rnenggunakan aplikasi.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilakukan
secara berjenjang.



BAB XI
o"*ffifi*'?**

(1) pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaaf- kepada masyarakat

danf atauinstitusi yan; peduli penurunan stunting di Kabupaten'

(2)Kategori,kriteria,d.anbentukpemberianpenghargaansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dikordinasikanolehDinasteknisterkaitdan
sesuai ketentuan Yang berlaku'

(3) pemberian pengh argaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

pada saat hari-hari besar ,ru.uilrru1 danf atauhari-hari besar kesehatan'

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 21

sumber dari
Pendanaan bagi pelaksana upaya penurunan Stunting bert

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Dana Kelurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undaflgan'

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.
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